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ABSTRACT 

 

 

Inequality in agricultural land tenure is a structural root problem that limits the 

productivity and welfare of farmers in rural areas. This study aims to analyze the 

economic conditions of coffee farmers before and after the implementation of the 

land redistribution program in Sajang Village, as well as to analyze its impact on 

their access to agricultural capital. The method used in this research is a qualitative 

method with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-

depth interviews with informants selected using purposive sampling technique, 

including the Land Office of East Lombok Regency, village officials, management 

of farmer groups, and beneficiary coffee farmers. The research findings show that 

the distribution of 800 land certificates was successfully implemented and provided 

legal certainty, which motivated farmers to optimize their coffee plantations. Post-

land redistribution, the economic condition of farmers underwent a significant 

positive change; as many as 21 farmers who pledged their land certificates to 

formal financial institutions (such as Bank BRI and Mandiri) successfully obtained 

additional working capital ranging from IDR 5,000,000 to IDR 50,000,000. This 

directly resulted in increased plantation productivity and a nominal income 

increase of up to two times (IDR 3,000,000 - IDR 6,000,000 per month). However, 

16 farmers chose not to pledge their certificates due to concerns over the risk of 

default caused by unstable real income. The conclusion of this study confirms that 

the land redistribution program in Sajang Village has a significant positive impact 

as an asset restructuring instrument as well as a mediation for economic 

empowerment by opening up formal capital access for coffee farmers. 

Keywords: Land Redistribution, Farmers Economy, Capital Access, Arabika 

Coffee, Land Certificate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTISARI 

 

 

Ketimpangan penguasaan lahan pertanian menjadi akar persoalan struktural yang 

membatasi produktivitas dan kesejahteraan petani di pedesaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kondisi ekonomi petani kopi sebelum dan sesudah 

pelaksanaan program redistribusi tanah di Desa Sajang, serta menganalisis 

dampaknya terhadap akses permodalan usaha tani mereka. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan 

yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, perangkat desa, pengurus kelompok tani, 

dan petani kopi penerima manfaat. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pembagian 800 sertifikat hak atas tanah berjalan sukses dan memberikan kepastian 

hukum yang meningkatkan motivasi petani dalam mengoptimalkan kebun kopi 

mereka. Pasca-redistribusi tanah, kondisi ekonomi petani mengalami perubahan 

positif yang signifikan; sebanyak 21 petani yang mengagunkan sertifikat tanahnya 

ke lembaga keuangan formal (seperti Bank BRI dan Mandiri) berhasil memperoleh 

tambahan modal usaha berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp50.000.000. Hal ini 

berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kebun dan peningkatan 

pendapatan nominal hingga dua kali lipat (Rp3.000.000 - Rp6.000.000 per bulan). 

Namun, sebanyak 16 petani memilih tidak mengagunkan sertifikat karena 

kekhawatiran risiko gagal bayar angsuran akibat pendapatan riil yang belum stabil. 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa program redistribusi tanah di Desa 

Sajang berdampak positif secara signifikan sebagai instrumen penataan aset 

sekaligus mediasi pemberdayaan ekonomi melalui pembukaan akses permodalan 

formal bagi petani kopi. 

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Ekonomi Petani, Akses Permodalan, Kopi 

Arabika, Sertifikat Tanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang paling vital dalam sektor 

pertanian. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman dan 

penopang aktivitas pertanian, tetapi juga menjadi sumber utama penghidupan 

bagi petani. Dalam konteks ekonomi pertanian, tanah berperan sebagai input 

dasar yang menentukan tingkat produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha 

tani. 

Selain sebagai sumber produksi, tanah juga memiliki nilai sosial, ekonomi, 

dan ekologis. Dari aspek sosial, kepemilikan tanah sering kali menjadi simbol 

status dan keamanan ekonomi rumah tangga petani. Dari sisi ekonomi, tanah 

yang produktif dapat meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen 

yang lebih besar. Sedangkan dari aspek ekologis, tanah berperan dalam 

menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. 

Menurut Sukirno, dalam (Alamri, Miftha Hulzannah, Asda Rauf, 2017: 4), 

faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan 

barang dan jasa, yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 

Dari keempat faktor tersebut, tanah memiliki kedudukan yang unik karena 

jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbanyak, sementara permintaan 

terhadap lahan pertanian terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan 

kebutuhan pangan. 

Pentingnya tanah juga diakui oleh negara melalui berbagai peraturan 

perundang - undangan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Peraturan Pemerintah 

RI, 2004), tanah memiliki fungsi sosial yang berarti pemanfaatannya harus 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas (Pasal 6). UUPA juga 

menegaskan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah harus diarahkan untuk 

mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan 

kesejahteraan petani melalui program redistribusi tanah. 

Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu persoalan agraria 

yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Sebagian besar lahan produktif 



 
 

dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat atau korporasi besar, sedangkan 

sebagian besar petani hanya memiliki lahan sempit, bahkan tidak memiliki 

lahan sama sekali. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN, 2020), sekitar 56% tanah di Indonesia 

dikuasai oleh 1% penduduk, sementara sebagian besar petani kecil menguasai 

lahan di bawah 0,5 hektar. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada 

produktivitas pertanian, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan 

ekonomi di pedesaan, Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nusron Wahid menungkapkan bahwa “48% dari 55,9 juta 

hektar lahan besertifikat di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga saja”, dari 

kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di 

Indonesia masih merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan. 

Ketimpangan penguasaan tanah berdampak pada rendahnya kesejahteraan 

petani dan terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya produksi. Petani 

yang tidak memiliki tanah sulit meningkatkan pendapatan karena tergantung 

pada sistem bagi hasil atau bekerja sebagai buruh tani. Kondisi ini menjadi 

salah satu pendorong munculnya kebijakan reforma agraria, termasuk program 

redistribusi tanah sebagai upaya pemerataan penguasaan sumber daya agraria. 

Menurut World Bank (2013), kepemilikan tanah yang legal dan aman 

memberikan beberapa keuntungan bagi petani: 

1. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang mengurangi risiko konflik 

agraria. 

2. Akses terhadap kredit dan dukungan pemerintah, karena tanah dapat 

dijadikan jaminan. 

3. Peningkatan produktivitas, karena petani terdorong untuk mengelola lahan 

secara optimal. 

Faktor historis juga menjadi penyebab utama ketimpangan ini. Pada masa 

kolonial, kebijakan agraria Belanda (Agrarische Wet 1870) 

(Masyrullahushomad, 2019)menyebabkan tanah-tanah subur dikuasai oleh 

perusahaan perkebunan asing dan kaum elite lokal. Setelah kemerdekaan, 

ketimpangan tersebut masih berlanjut karena lemahnya distribusi lahan dan 

praktik penguasaan tanah yang tidak adil (Fauzi, 1999) 



 
 

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 (Perpres, 2023). Perpres ini hadir 

sebagai instrumen penguatan dan percepatan pelaksanaan reforma agraria. 

Secara khusus, Perpres 62/2023 menekankan pentingnya koordinasi lintas 

kementerian dan lembaga di tingkat nasional, memperjelas strategi percepatan 

redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria, serta memperluas 

pendekatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima tanah. Dengan 

kata lain, (Perpres, 2023) bukan menggantikan Perpres 86/2018, melainkan 

memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaannya, agar reforma agraria 

dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. 

Di Indonesia, program redistribusi tanah dijalankan dalam kerangka 

hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial 

dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Pasal 2 dan Pasal 6). Lebih 

lanjut, pemerintah menerapkan program ini melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang 

Reforma Agraria, yang menetapkan target redistribusi tanah untuk petani kecil 

dan tanpa lahan. 

Selain itu, (Perpres, 2023) memperkenalkan mekanisme baru, seperti 

penguatan peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai 

koordinator nasional reforma agraria, integrasi data pertanahan dengan tata 

ruang dan kawasan hutan, serta pembukaan partisipasi masyarakat sipil dan 

sektor swasta dalam pendampingan dan pengembangan ekonomi. Strategi ini 

diharapkan dapat mengatasi masalah klasik reforma agraria di Indonesia, yakni 

keterlambatan redistribusi tanah, sengketa lahan yang berlarut-larut, dan 

rendahnya produktivitas tanah setelah redistribusi 

Oleh karena itu, program redistribusi tanah hadir dengan harapan sebagai 

salah satu instrumen utama reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi 

ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, 

khususnya petani kecil dan mereka yang tidak memiliki lahan. Redistribusi 

tanah dilakukan melalui pemberian hak atas tanah dari tanah negara atau tanah 

terlantar kepada masyarakat miskin dan petani yang tidak memiliki tanah. 



 
 

Dengan memiliki tanah, petani dapat mengelola usahanya secara mandiri, 

meningkatkan produksi, dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil 

(Firman, 2018). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2021), ketimpangan lahan 

di kawasan Sembalun menyebabkan produktivitas pertanian tidak optimal 

karena petani dengan lahan sempit cenderung sulit mengakses modal, pupuk, 

dan teknologi pertanian. Akibatnya, meskipun wilayah tersebut memiliki 

potensi komoditas unggulan seperti kopi arabika, kontribusinya terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat masih terbatas 

Fenomena ketimpangan agraria ini tidak hanya terjadi di Desa Sajang, 

tetapi juga merupakan permasalahan struktural nasional yang sudah lama 

dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia. Berdasarkan Jurnal Agraria dan 

Pertanahan menegaskan bahwa pernyataan ekstrem konsentrasi kepemilikan 

tanah di Indonesia pernah dikemukakan oleh Joyo Winoto (mantan Kepala 

BPN) yaitu bahwa kurang lebih 56 % aset nasional yang terkait tanah, sebagian 

besar berupa lahan, dikuasai oleh hanya sekitar 0,2 % penduduk. Referensi ini 

cocok untuk menguatkan argumen ketimpangan agraria sebagai fenomena 

struktural nasional. 

Di Desa Sajang sendiri, mata pencaharian sebagian besar warga adalah 

petani kopi, khususnya kopi jenis arabika yang tumbuh di Lereng Gunung 

Rinjani. Misalnya, sebuah studi menyebut bahwa di Desa Sajang rata - rata 

usaha pengolahan kopi bubuk arabika menghasilkan pendapatan bersih sebesar 

sekitar Rp 68.404.682 per tahun atau ± Rp 5.700.391 per bulan. (Chandra, 

2023). Namun di balik potensi tersebut, para petani di Desa Sajang masih 

menghadapi berbagai tantangan, salah satu diantaranya terdapatnya 

ketimpangan kepemilikan tanah yang dimiiliki oleh petani. 

Dengan demikian, Desa Sajang dapat dikatakan sebagai wilayah sentra 

kopi potensial di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki prospek ekonomi 

menjanjikan sekaligus menjadi contoh pelaksanaan kebijakan redistribusi 

tanah di daerah pegunungan Rinjani. Potensi ini menjadikan Desa Sajang 

relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks hubungan antara kebijakan 

agraria dan peningkatan ekonomi petani kopi. Juga  dapat dikatakan bahwa 



 
 

pertanian kopi tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan petani, 

tetapi juga menjadi pilar utama pembangunan ekonomi masyarakat Desa 

Sajang. Melalui penguatan sektor kopi, masyarakat diharapkan dapat mencapai 

kemandirian ekonomi, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan 

kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. 

Sebelum adanya program redistribusi tanah, masyarakat di Desa Sajang 

menghadapi masalah ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan 

pertanian. Sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh segelintir pemilik 

tanah dengan luasan yang relatif besar, sedangkan sebagian petani lainnya 

hanya menggarap lahan sempit atau bahkan berstatus penggarap tanpa 

kepemilikan lahan tetap (Badan Pertanahan Nasional [BPN], 2020). Kondisi 

ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara petani pemilik lahan 

dengan petani penggarap di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebelum 

pelaksanaan program redistribusi tanah, ketimpangan kepemilikan lahan 

menjadi salah satu akar persoalan ekonomi petani di Desa Sajang. 

Ketimpangan ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas, terbatasnya 

pendapatan, dan lemahnya posisi tawar petani kecil, sehingga kebijakan 

redistribusi tanah dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan 

keadilan agraria dan pemerataan ekonomi di tingkat desa. 

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah melaksanakan 

program redistribusi tanah di Desa Sajang pada tahun 2024 dengan pembagian 

sekitar 500 sertifikat kepada masyarakat, termasuk petani kopi. Program ini 

diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum kepemilikan lahan, 

meningkatkan produktivitas pertanian, dan pada akhirnya mendorong 

pertumbuhan ekonomi petani kopi di wilayah tersebut. 

Meskipun program redistribusi tanah bertujuan untuk meningkatkan 

kepemilikan lahan petani dan mendorong kesejahteraan masyarakat, muncul 

pertanyaan kritis terkait efektivitas program ini dalam meningkatkan ekonomi 

petani kopi di Desa Sajang. Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan lahan 

yang lebih luas tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani, terutama jika 

akses terhadap modal, teknologi, dan pasar masih terbatas (Siregar, 2020). 

Menurut Ardiansyah, 2022 dalam (Chandra et al., 2023) menambahkan bahwa 



 
 

petani kopi yang memperoleh lahan melalui redistribusi masih menghadapi 

kendala dalam hal pembiayaan, teknik budidaya, dan pengolahan pascapanen, 

sehingga potensi peningkatan produktivitas dan pendapatan belum maksimal. 

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penelitian penting seperti 

apakah redistribusi tanah benar-benar berdampak positif terhadap peningkatan 

ekonomi petani kopi di Desa Sajang, khususnya dalam hal pendapatan, 

produktivitas, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Analisis empiris terhadap 

dampak program ini menjadi sangat relevan agar kebijakan agraria dapat 

dievaluasi dan disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya bagi 

masyarakat lokal (BPN, 2020; Kementerian ATR/BPN, 2023). 

Penelitian mengenai dampak program redistribusi tanah terhadap ekonomi 

petani kopi di Desa Sajang perlu dilakukan karena alasan akademik dan praktis. 

Secara akademik, Desa Sajang merupakan salah satu sentra produksi kopi 

arabika di Kecamatan Sembalun, yang memiliki potensi ekonomi signifikan, 

namun belum banyak diteliti secara mendalam mengenai efek redistribusi 

tanah terhadap pendapatan, produktivitas, dan kesejahteraan petani 

(Ardiansyah, 2022; Siregar, 2020) (Chandra et al., 2023). Dengan penelitian 

ini, diharapkan dapat menyediakan data empiris yang valid untuk menganalisis 

hubungan antara kepemilikan lahan dan kondisi ekonomi petani kopi, sekaligus 

mengisi kesenjangan literatur agraria dan ekonomi pedesaan di NTB. 

Secara praktis, Desa Sajang merupakan wilayah yang baru menerima 

program redistribusi tanah, sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan 

bagi pemerintah, lembaga pertanian, dan pembuat kebijakan dalam 

mengevaluasi efektivitas program, merancang strategi peningkatan 

produktivitas kopi, serta memperkuat kesejahteraan petani (Badan Pertanahan 

Nasional [BPN], 2020; Kementerian ATR/BPN, 2023). Penelitian ini juga 

dapat menjadi bahan rekomendasi praktis bagi petani dan kelompok tani dalam 

mengoptimalkan penggunaan lahan baru yang diperoleh melalui redistribusi 

agar berdampak maksimal terhadap ekonomi rumah tangga. 

Dengan demikian, meskipun redistribusi tanah menawarkan kepastian 

hukum atas lahan, efek nyata terhadap ekonomi petani kopi tetap memerlukan 

kajian empiris yang mendalam, khususnya di Desa Sajang, Kecamatan 



 
 

Sembalun, Lombok Timur, sebagai sentra kopi yang potensial. Oleh sebab itu, 

Desa Sajang menjadi lokasi penelitian yang relevan dan strategis, karena selain 

mewakili kondisi petani kopi di Kabupaten Lombok Timur, desa ini juga 

menjadi contoh implementasi program redistribusi tanah yang baru, sehingga 

peneliti mengambil judul skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Program 

Redistribusi Tanah Terhadap Ekonomi Petani Kopi di Desa Sajang Kecamatan 

Sembalun Kabupaten Lombok Timur”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi Ekonomi petani kopi sebelum dan sesudah program 

redistribusi tanah di Desa Sajang? 

2. Bagaimana Dampak Akses Permodalan petani Kopi di Desa Sajang setelah 

kegiatan redistribusi tanah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut Adalah beberapa tujuan dari penelitian ini: 

1. Menganalisis kondisi Ekonomi Masyarakat petani kopi sebelum dan 

sesudah program redistribusi tanah di Desa Sajang 

2. Menganalisis Dampak Akses Permodalan petani Kopi di Desa Sajang 

Setelah Kegiatan Redistribusi Tanah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti 

Penelitian ini dapat mengindentifikasi serta mempertajam analisis 

peneliti dalam merumuskan bagaimana langkah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Serta penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan 

dan pengalaman peneliti dalam bidang pertanahan. 

 

2. Untuk Politeknik Agraria STPN 

Peneliti berharap memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang 

pertanahan pada umumnya serta di bidang akses reform khususnya dan 

menjadi referensi bagi generasi berikutnya. 

3. Untuk kementrian ATR/BPN 



 
 

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan 

tambahan wawasan kepada Kementrian ATR/BPN kaitanya dengan kebijakan 

Masyarakat terkait dalam menjalankan program serupa agar memperlancar jalanya 

seluruh kegiatan yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB VI 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Program redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Sajang, Kecamatan 

Sembalun, Kabupaten Lombok Timur telah memberikan dampak positif 

terhadap kondisi ekonomi petani kopi. Sebelum pelaksanaan redistribusi tanah, 

sebagian petani memiliki keterbatasan dalam penguasaan lahan dan belum 

memiliki kepastian hukum atas tanah yang dikelola. Kondisi tersebut 

menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani relatif rendah. Setelah 

memperoleh sertipikat hak atas tanah melalui program redistribusi tanah, petani 

memiliki kepastian hukum yang lebih kuat sehingga lebih termotivasi untuk 

mengelola lahannya secara optimal dan berkelanjutan. 

 

Dari aspek ekonomi, redistribusi tanah berkontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan dan produktivitas usaha tani kopi. Kepemilikan lahan yang sah 

memberikan rasa aman kepada petani untuk melakukan investasi pada usaha 

taninya, seperti perbaikan teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, penggunaan 

sarana produksi pertanian, serta pengembangan kebun kopi. Perubahan tersebut 

berdampak pada meningkatnya hasil produksi dan pendapatan petani 

dibandingkan dengan kondisi sebelum menerima tanah hasil redistribusi. 

 

Selain meningkatkan kondisi ekonomi, redistribusi tanah juga memberikan 

dampak dalam meningkatkan akses permodalan petani kopi. Sertipikat tanah 

yang dimiliki petani dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh 

pembiayaan dari lembaga keuangan formal, khususnya perbankan. Kemudahan 

akses terhadap modal ini memungkinkan petani memperoleh tambahan dana 

untuk mengembangkan usaha tani maupun memenuhi kebutuhan ekonomi 

rumah tangga. Dengan demikian, redistribusi tanah tidak hanya berfungsi 

sebagai kebijakan penataan aset, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber-sumber 

produktif. 



 
 

B. Saran 

 

1. Pemerintah perlu menjadikan Desa Sajang sebagai salah satu model 

pelaksanaan reforma agraria yang mengintegrasikan penataan aset 

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan 

evaluasi secara berkala untuk memastikan tanah hasil redistribusi tetap 

dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat ekonomi 

yang berkelanjutan bagi petani penerima. 

2. Pemerintah daerah, instansi pertanian, lembaga keuangan, dan kelompok 

tani perlu memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor 

kopi di Desa Sajang melalui peningkatan akses pasar, pengembangan 

produk kopi bernilai tambah, peningkatan kualitas pascapanen, serta 

promosi kopi lokal agar usaha tani menjadi lebih kompetitif dan 

berkelanjutan. 

3. Masyarakat petani diharapkan memanfaatkan tanah dan sertipikat hasil 

redistribusi sebagai aset produktif untuk meningkatkan produktivitas 

usaha tani dan kesejahteraan keluarga, sehingga tujuan redistribusi tanah 

sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai 

secara optimal dan berkelanjutan. 
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